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WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 54 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

 PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang 
efektif dan efisien serta sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, diperlukan 
pedoman sebagai acuan bagi aparat pengawas 
internal pemerintah dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengawasan 
Intern Pemerintah Kota Pasuruan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 

 

 

3.  Undang-Undang … 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123); 

 

 

 

 

 

10.  Peraturan ... 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 
Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik 
Pejabat Pengawas Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka 
Kredit; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka 
Kreditnya; 

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu 
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

 

 

 

19.  Peraturan … 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 

24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 11); 

25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 50); 

27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 
2016 tentang Inspektorat (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 54); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN 
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA 
PASURUAN. 

 
 
 

Pasal 1 … 
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan 
sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) yang mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan pengawasan fungsional terhadap 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

2. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan 
fungsional, koordinasi dan pendampingan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin 
efisiensi dan efektivitas sesuai dengan rencana dan 
ketentuan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, 
pemantauan, asistensi, konsultasi, sosialisasi dan 
kegiatan pengawasan lain. 

 

Pasal 2 
 

(1) Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Intern 
adalah memberikan acuan dan panduan dalam 
melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan 
penjaminan mutu atas penyelenggaraan 
pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. 

(2) Tujuan disusunnya Pedoman Pengawasan Intern 
adalah untuk menstandarkan pengawasan yang 
dilakukan oleh Inspektorat. 

 

Pasal 3 
 

(1) Pedoman Pengawasan Intern terdiri dari: 

a. Perencanaan Pengawasan; 

b. Pelaksanaan Audit; 

c. Pelaksanaan Reviu; 

d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; 

e. Pemantauan Tindak Lanjut; dan 

f. Kode Temuan. 

(2) Isi, muatan, dan rincian pedoman pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
 
 
 

Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
Penempatannya dalam Berita daerah Kota Pasuruan. 

 
 
 
Ditetapkan di pasuruan 
pada tanggal 18 Desember 2017 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 
 

Ttd, 
 

SETIYONO 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 18 Desember 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
 

Ttd, 
 

BAHRUL ULUM 
 
 

 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 54 


